
PEMBENTUKAN TIM MONITORING
PBMERINTAHAN KECAMATAN.

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 62/01.1/HK/2022

TENTANG

DAN EVALUASI
KELURAHAN DA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 66 ayat {llNomor 23 Tahun 2OI4 tentang pe
mengamanatkan Wakil Kepala Daeral
membantu Kepala Daerah dalam
mengevaluasi penyelengga-raan pe
dilaksanakan oleh perangt at
Kelurahan dan/ atau Desa;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya
penyelengga-raa.n pemerintahan
perangkat daerah sebagaimana
dibentuk tim:

bahwa Keputusan Bupati Nomor 53/01.
Pembentukan Tim Monitoring
Penyelenggara€Ln pemerintahan
dan/atau Desa sebagaimana telah
Keputusan Bupati Nomor 2TO /OI.2
Perubahan Atas Keputusan
53 / O1.2 / HK/ 2AI7 ftntang pembentul
dan Evaluasi Penyelenggaraan pemeri
Kelurahan dan/ atau Desa sudah tid
kondisi dan perkembangan hukum saat
diganti;

Keputusan Bupati tentang pembentukr
dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerin
Kelurahan dan / atau Desa;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun: l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebr
dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nuia Te
Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 1655);

d.

Mengingat

ELENGGARAAN
ATAU DESA

4 Undang-Undang
tahan Daerah yang
mempunyai tugas
memantau dan

tahan yang
Kabupatenf Kota,

tauan dan evaluasi
yang ilaksanakan oleh
dim ud huruf a, perlu

/HK/2017 tentang
dan Evaluasi

, Kelurahan
diubah dengan
K/2Arc tentang

Bupati Nomor
n Tim Monitoring

Kecamatan,
sesuai dengan

ini sehingga perlu

dimaksud
u menetapkan

Tim Monitoring
an Kecamatan.

1958 tentang
Dalam Wilayah

Barat dan
pubik Indonesia
mbaran Negara

[ SALINAN l 

BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR 62/01.1/HK/2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN/ATAU DESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KLUNGKUNG, 

a. bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) angka 4 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
mengamanatkan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas 
membantu Kepala Daerah dalam memantau dan 
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabu paten/ Kota, 
Kelurahan dan/ atau Desa; 

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
dibentuk tim; 

c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 53/01.2/HK/2017 tentang 
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan 
dan/atau Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Bupati Nomor 270/01.2/HK/2018 ten tang 
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 
53/01.2/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, 
Kelurahan dan/ atau Desa sudah tidak sesuai dengan 
kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu 
diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, 
Kelurahan dan/ atau Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat LI Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Repubik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 



Undang-Undang Nomor 6 Tahun ?Ol4 tentang Desa
9.n$grrtegarl nepunUt rnionesi4 Tahun 2or4Nomor,":;i*,-,X"i"il#oXil#?i'{ j'TiHTtr,ff *ff lJlffi ffi i

3. Undang-Undang Nomor tahrlrn 2AI4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran I- w.g"r" RepublikIndonesia Tahun 2AM Nomor Zii, rlr.rrrtUurr"r, Lembaran
T..q*r Repubrik Indonesia Nomor ssstl ..nagaimana terahdiubah beberapa kali, terakhir .il;[" 

"undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Huoungfn Keuangan AntaraPemerintah pusat dan eetnerinturr"il-o".rt, (kmbaran
f\egara Republik Indonesia rahun io22 N;;" r 4,TarrbahanLembaran Negara Republik Indonesia il]o*o, 6T5TI;

4' Peraturan pemerintah Nomor._tz _rafirun zo.g tentangPengelolaan Kcuangan Daerah (r,emuaian-N.g*" RepublikIndonesia Tahun 2o1g Nomor +2, rdgnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor OSZilI; 
--

5. Peraturan pemerintah Nomor 1z rahu'frnrr, 2or|tentangKecamatan (Lembaran Negara Repubri[< Indonesia Tahun2O7B Nomor 73, Tambahan t embarafr ru.g*, RepublikIndonesia Nomor 62O6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr TT Tahun 2a2otentang pedoman Teknis pengerolaan Keuangan Daerah
![e-ri!a Negara Republik Indonesia r{rrr., 2o2o Nomor
1781);

7 - Peraturan Daerah Nomor 
_ 9 Tahuln 2076 tentangPembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembarai

Daerah Kabupaten Krungkung r"rt"tJ 2016 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah rcabupatenl Klungkung Nomor
6) sebagaimana telah diubah beberapa t{ti, teranriiaengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun zozt fentang perubahan
Kedua Atas peraturan Daerah Nomor o r[rr,r' ioto tentang
Pembentukan dan susunan perangkat [aeral (Lembarai
Daerah Kabupaten Krungkung tahun 2o2L Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah t<ibupaten Klungkung Nomor
a);

8. Peraturan Bupati Nomor zo Tahuh 2o2r tentang
Kedudukan, 

_susunan organisasi, ruga{ dan Fungsi sertlTata Kerja perangkat Daerah (Berita $aerah ralupaten
Klungkung Tahun 2o2r Nomor TTI gbagaimana telah
diubah dengan peraturan Bupati Nomgr z4 tunun 2o2l
tentang Perubahan Atas peraturan nupa{i Nomor 7o rahun
2o2r tentang Kedudukan, susunan oig{nisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja perangkat oaerhh (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 NomQr Zg);

2.

' 

I 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 2018 ten tang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Pera tu ran Daerah N omor 9 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 
4); 

8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78); 



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA :

: Membentuk Tim Monitoring 
.dan Evalufsi penyelengga-raan

Pemerintahan Kecamatan, delurah"r ;"il7;,"" Desa dengansusunan keanggotaan sebagaimana i.i.ur,t,r- dalamLampiran yau'tg merupakan bagian tidak-ierpisahkan d,anKeputusan Bupati ini.

: Tim sebagaimana dimaksud daram Dikturrf Kesatu mempunyaitugas sebagai berikut:
a. melakukan monitoring dan

penyelenggara€m pemerintahan
dan / atau desa;

evaluasi terhadap
kec{matan, kelurahan

b' memberikan saran dan pertimbangan kppada Bupati dalampenyelenggaraan kegiatan pemerinqahan kecamatan,kelurahan dan / atau desa;
c- menindaklanjuti hasfl monitoring dan evaluasipenyelenggaraan kegiatan pemeri4tahan kecamatan,kelurahan dan/ atau desi; dan
d. melaporkan hasil monitoring dan evalu{si penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan, kelurahan da4 1 itai desaTepadaBupati.

s-egala biaya yang timbul sebagai akiibat ditetapkannya
fen{usan Bupati ini dibebankan pada AnFgaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkungt-

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
a. Keputusan Bupati -Klungkung Nomor 53/o r.2/HK/2or7tentang Pembentukan Tim Monitorifig dan Evaluasi

Penyelengga-raan pemerintahan Kecamafin Kelurahan dan
/atau Desa; dan

b. Keputusan Bupati Nomor 2zo/oL.2/HK/2oLg tentang
Perubahan 

. ^ At_". Keputusan Bupati Nomor
q3/01 .2/HK/.qcrr tentang pembentuk{n ii- naorritoring
dan Evaluasi penyelenggaraan pemerinrtahan Kecamatan]
Kelurahan dxt/ atau Desa,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sqmarapura
pada tanggal 19 Januari 2022
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

1.

2.
3.

Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di
Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahlan.

SPmarapura.

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

MEMUTUSKAN : 

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa dengan 
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Bupati ini. 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai 
tugas sebagai berikut: 
a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan 
dan/ atau desa; 

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan, 
kelurahan dan / atau desa; 

c. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan, 
kelurahan dan/ atau desa; dan 

d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan, kelurahan dan / atau desa kepada 
Bupati. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung. 

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 53/01.2/HK/2017 

tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kelurahan dan 
/ atau Desa; dan 

b. Keputusan Bupati Nomor 270/01.2/HK/2018 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 
53/01.2/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, 
Kelurahan dan/ atau Desa, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada tanggal 19 Januari 2022 
BUPATI KLUNGKUNG, 

ttd. 

I NYOMAN SUWIRTA 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 
1. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura. 
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura. 
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan. 



 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum ~"a.a 1" - h 
Ni Made Sulistiawati, SH,, MH 
NIP. 19790610 200604 2 014 



I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 62/07.1/HK/2O22TENTANG PEMBENTUKAN TiM- MONITORING DAN EVALUASIPEMERINTAHAN KECAMATAru, TEIUNAHAN DAN/ ATAU DESA

susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaruasi penyerengga-raan
Pemerintahan Kecamatan, Kelurah an dan/atau Desa

NO NAMA / JABATAN

-

Bupatilltungffi
IIf^l-:l D---^a: r-

KEDUDUKAN
DALAM TIM1

Pembina
2

Qal-

DLrPi1.Lr ArungKung Ketua
3

A,

ro Lrir,sr arr .r\aDupaten Klungkung Wakil Ketua I
4 r rDr-Lsrr rcrncnnranan dan KesejahteraanRalcyat Sekretaris Daerah Kabupaten

Klungkung

Wakil Ketua II

5 r\u}J.rra r/rtas remDerdayaan Masyarakat danDesa, Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klungkung

Wakil Ketua III

6 j)sutrra t:aglan remerintahan dan
Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten
Klungkung

Sokretaris

7 DLir.r nrrrr rrupau rgungkung Bidang Hukum,
Politik dan pemerintahan Anggota

I DLin nuu rrupau Krungkung ttidang Ekonomi,
Pembangunan dan Keuangan

Aflggota

9 DLilr frrr[ rJupatl Klungkung Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Anggota

10 ur$pcKLur uaeran Kabupaten Klungkung Anggota
t1 trcpaila Eaoan perencanaan, penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Klungkung
Anggota

T2 trclrara baoan rengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkune

Anggota

13 Kepara ulnas eemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian penduduk dan Kelu arga
Berencana Kabupaten Klungkung

Anggota

t4 .n epata ulnas pei<erJaan umum, penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan pemukiman
Kabupaten Klungkung

Anggota

15 ^cpara urnas Sosial, pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan Anak
Kabupaten Klungkung

Anggota

16 Kepala rltnas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Kabupaten Klungkung

Anggota

T7 Kepata Dmas Kesehatan Kabupaten
Klungkung

Anggota

18 Kepala Dinas Kependudukan Oan pencatatan
Sipil Kabupaten Klungkung

Anggota

19 Kepala Badan pertanahan Nasional
Kabupaten Klungkung

An$gota

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 62/01.1/HK/2022 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI 
PEMERINTAHAN KECAMATAN,KELURAHAN DAN/ ATAU DESA 

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa 

NO NAMA / JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 1 Bupati Klungkung Pembina 

2 Wakil Bupati Klungkung Ketua 
3 Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung W akil Ketua I 
4 Asisten Pemerin tahan dan Kesejah teraan W akil Ketua II 

Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten 
Klungkung 

5 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Wakil Ketua III 
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Klungkung 

6 Kepala Bagian Pemerintahan dan Sekretaris 
Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Klungkung 

7 Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Hukum, Anggota 
Politik dan Pemerintahan 

8 Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Ekonomi, Anggota 
Pembangunan dan Keuangan 

9 Staf Ahli Bupati Klungkung Bidang Anggota 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 

10 Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung Anggota 
11 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Anggota 

Pengembangan Kabupaten Klungkung 
12 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggota 

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung 
13 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Anggota 

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Klungkung 

14 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Anggota 
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
Kabu paten Klungkung 

15 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Anggota 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Klungkung 

16 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Anggota 
Pertanahan Kabupaten Klungkung 

17 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Anggota 
Klungkung 

18 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Anggota 
Sipil Kabupaten Klungkung 

19 Kepala Badan Pertanahan Nasional Anggota 
Kabupaten Klungkung 



5.pdu *uKabupaten Klungkung
Kepala U"*"
llf::m^ Sekretariat Daerah KabupatenKlungkung

Anggota

9:1y'y_r'o.iAhli .Muda pada Bagian pemerintahan danKesejahteraan Sekretariat Oaerah Kabup";;;Klungkung

Anggota

Kabupaten Klungkung

Seluruh O.t

9:l Kesejahteraan Sekretariat Daerah
Staf AdmilGtrasi

BUPATI KLUNGKUNG.

I NYOMAN SUWIRTA

20 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota 
Kabupaten Klungkung 

21 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Anggota 
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Klungkung 

22 Seluruh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Anggota 
Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Klungkung 

23 Seluruh Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Staf Administrasi 
dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Klungkung 

BUPATI KLUNGKUNG, 

ttd. 

I NYOMAN SUWIRTA 


